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·euPATIKAPUAS 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR H TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEHAN KERJA 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN,Dl\NA$ET DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHM:AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja 
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daet~h Kabupaten Kapuas serta perlu memberikan tambahan 
penghasilan berdasarkan beban kerja; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian tingkat beban kerja dalam 
pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas 
maka •· dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian kriteria 
pemberii;tn tambahan penghasilan 

c. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Petnberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban 
Kerj a Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kapuas beserta perubahannya dinilai tidak sesuai lagi dengan 
kondisi saat ini; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Ka p1:1as . ten tang Pem berian Tam bah an Penghasilan 
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Pada Ba.'dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kapuas. 

1. Undang-Uridang Nomor 27 Tahun 1959 ten.tang Penetapan 
'· Undang-Ui:idang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
: . ~ 

Negara R~publik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nom01" • 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lerribaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor. "47', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
'. 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor .. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); ,. 

4. Undang-U:hdang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Reµtile)lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran.J'Jegara Republik Indonesia Nomor 4400); 
"~ \' , :- ~·~ . 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan J,\.n~ara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
', - . .', ·,' -

(Lenibaran Neg;1ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
.. . ' 

Tambahan Lerilbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
··:'. .. 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Pera:turari; '. Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia'.T~li.uh 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik 1f1dQnesia Nomor 5234); 

7. Undang-U'nclatig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nom,or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
, --

Nombr 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
' 

dengan · Qndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 

Pemeri_ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia .Nomor 5679); 

8. Peraturan .. P.e:merintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 
'. -.~ .. 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia,No_mor 3093); 

9. Peraturan -Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor _ 1;37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
;'• ', 

Nomor 4575); 
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10. Peraturan Peinerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi~,. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
j 

Indonesia, Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik ,Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
/ " 

11. Peraturan· Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
.. 

Pengelo1aa:n.·, Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
. . 

RepubFk 'In,~onesia Nomor 4578); 
t. ,;- . 

12. Peraturan>Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
: ~- '._ ~ _,· 

Pembin_aan:i. · '.dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
;---._ 

Daerah · (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

13. Peratu~an P~tµerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan, Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran·Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan, Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
" 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik I~_d~nesia Nomor 4890); 

15. Peratqran· f>emerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akunta:µsi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun. 2Q.10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N ~mor 5165); 

16. Peraturan.·Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Peratura.1i.'Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedonian. Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 

tentaiig ·Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN .·?~:UPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHA~ILA~•-BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL · DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN 
DAN ASET D1ERAH KABUPATEN KAPUAS 

., . 

BAB I 
.KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adaJili:,.Daerah Kabupaten Kapuas 
, '~ .. 

2. APBD adafah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kapuas 

3. Pemerintah · Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah; 

4. Bupati c:+dalah I;3upati Kapuas 

5. Pegawai ·. Negeri · Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana 

dimaksud ~alam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok7Pokol{'. Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 

Undarig-.Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Un~l'ahg Nomor 8 Tahun 1974; 

6. Tambahan\ penghasilan adalah tambahan penghasilan yang 

diberi½~n k~pada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban 

kerja. ·. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan prosedur 

pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi 

PNS; 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi 

Calon PNS. , 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(1) Maksud .da:rJ Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian 

tamba~an petthasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS; 

(2) Tujuan. dq\i::_ peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan 
' .:.:;_;· i~. ', 

kesejahtera~ii::dan kinerja PNS. 

BAB IV 
KR~rEiil.A ,.DAN BESARAN T AMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 4 

Kriteria PNS / CPNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni : 

1. Pejabat Stru~tur~l 
. ~ 

2. Pej a bat F;ung:sional 

3. Staf/Pelaksa,na:. ·. 
I c. : 

Pasal 5 
·, 

(1) Pemberiari.tambahan penghasilan diperhitungkan per bulan; baik 

bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu, maupµ.n bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja 

dalam 1 (satu) minggu; 

(2) Besaran tamba'.han penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

1) Bagi PNS/CPNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria 

jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai 

jabatan/p·ekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan 

kepada pegaw~i yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh 

pejabat yang berwenang. 
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2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural maka kriteria 

tambahan penghasilan yang diberikan adalah jabatan struktural 

yang dipercayakannya. 

3) Khusus PNS yang menduduki jabatan struktural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang melaksanakan tugas tambahan 

diluar tug~s jabatan struktural yang dijabatnya, yaitu berupa 

pelayanan langsung kepada masyarakat pada setiap hari kerja 

dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan 

fungsi~nal sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

4) Bahwa ·penetapan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daeral'\ .. ITI~sfng-masing yang didasarkan pada Surat Pernyataan 
- ~.. ', t 

dari PNS )7:1?,ng diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat 
1 •,; •• , .. '. 

Daer.?.h· rria§_ing-masing bahwa selain melaksanakan tugas dan 

fungsi_- s~bagai · Pejabat Struktural juga memberikan pelayanan 

kepada fuasya~akat secara langsung setiap hari kerja. 

5) Apabila, · diketnudian hari Pernyataan dari PNS sebagaimana 

dimaksu.d p~da ayat (4) tidak benar dan mengakibatkan kerugian 
'.•. 

keuangari ·.:d1:1erah, maka yang bersangkutan dan Kepala SKPD 

yang bersatjgkutan bertanggungjawab penuh sesuai peraturan 
.' '· 8; 

perundang-undangan yang berlaku. 
~ ', ·, 

BAB V 
KETENTUAN PEMBERIAN T AMBAHAN PENGHASILAN 

, \' - ., 

Pasal 7 

Pemberian·· Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 4, den~aµ ketentuan sebagai berikut: 

1. Pemberian }ambahan penghasilan bagi PNS diperhitungkan 

besarannya. per bulan, sedangkan pemotongannya 

diperhitur,igkan per hari; 

2. PNS berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, 

apabila · yang .. 9ersangkutan telah melaksanakan kewajibannya 
'!.1 • ' 

selaku''PN$ dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang 
•.: 

telah diteptukan; 

3. Tamoa?an FJenghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan 

(PPh) sesuai ketentuan yang berlaku; 

4. Pajakpenghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan; 
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5. Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP, 

Kriteria Jabatan/pekerjaan, dan Besarnya Tunjangan Beban 

Kerja dalam Lampiran Keputusan tersebut. 

Pasal 8 

(1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan 

pem?tongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per 

hari , apabila : 

a. Tidak.~asuk kerja l(satu) hari penuh tanpa keterangan; 
b. Tidak masuk kerja karena cuti diluar tanggungan negara, 

maupun cuti alasan penting lainnya; 
c. Tidak mfa3..s.uk kerja karena tugas belajar tetapi sudah habis 

masa kop.t~~k atau perjanjian yang bersangkutan belum lulus; 
d. Masuk .·kerja setelah jam 08.00 WIB dianggap tanpa 

keterangJ11~ kecuali un tuk keperluan dinas; 
e. Tidak in'.as~k kerja karena sakit setelah 3 (tiga) hari tanpa 

surat keterangan dokter, dianggap tanpa keterangan; 
f. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/tahanan 

akibat .;proses hukuman, maupun hukuman yang telah 
dipU:tuskah oleh pengadilan; 

g. Mernaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa 
keterangan; 

h. Cuti Tahunan; 
i. Cuti Besar seperti permohonan untuk menunaikan ibadah 

haji, umra,h, wisata rohani dan sebutan lainnya yang sejenis; 
j. Cuti. Karena Alasan Penting; 
k. Cuti dilua!' Tanggung Negara. 

(2) Tambanart· p·enghasilan yang diterima PNS / CPNS akan dilakukan 
\ . 

pemotorigan, apabila : 

a. Tidak apel..pagi tan pa keterangan/ alasan tidak jelas, dipotong 
20% (dua puluh persen} dari perhitungan per hari setiap 
harinya, : kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak 
memurigkinkan untuk mengikuti apel pagi; 

b. Tidak 8:Pel siang bagi yang melaksanakan 6 (enam hari kerja, 
dan tid;;k•apel sore bagi yang melaksanakan 5 (lima} hari kerja 
tanpa ket~rangan/alasan tidakjelas, dipotong 20% (dua puluh 
persen) dari perhitungan per hari setiap harinya, kecuali 
terd_apat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk 
mer.giktiti apel; 
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c. Tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas belajar, 
dipotong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari 
setiap h~rinya, dan apabila masa kontrak tugas belajar sudah 
habis ternyata masih belum selesai, maka selebihnya dipotong 
100% (seratus persen) per harinya; 

d. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan 
dokter, dipotong 75% (tujuh puluh lima persen) dari 
perhitungan per hari setiap harinya dan dibatasi sampai 3 
(tigq) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan; 

e. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan 
dokter,. dipotong 25% (dua puluh lima persen) dari 
perhit_u:p,g~h per hari setiap harinya; 

f. Tidak ··rr1a~uk kerja karena cuti tahunan yang menjadi hak 
PNS, _diI5._otong 10% (sepuluh persen) dari perhitungan per hari 
setiap·h~~r:inya; 

g. Tidak masuk kerja karena cuti bersalin dan cuti sakit, 
...... '), 

dip0/ong -5_0% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari 
setiap h_ar.ipya. 

(3) Bagi ~:; PNS/,CPNS yang karena fungsi dan jabatannya 

mengakibatkan tidak dapat mengikuti apel kerja, seperti Petugas 

Penyulul:i -L~pahgan (PPL), petugas lapangan, petugas pemadam 
' (;;,; 

keba~aran .danlain lain maka tidak dilakukan pemotongan akibat 

tidak in'ehgikuti:apel kerja; . ·, 

(4) Hari Libur··_dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah 

yang diberikan kepada PNS tidak dilakukan pemotongan 

tambahan penghasilan 

(5) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan 
,. 

sebagai'man~ ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II 

dan Lai:npiran.}II Peraturan Bupati ini. 

(6) Contoh ':format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran 
' . \. 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
PENGAWASAN 

Pasal 9 

Pengawasari · terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan 

penghasilan .dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/ pegawai pada 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 



- 9 -

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kapuas Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas masing­

masing. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 11 

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diatur dalam peraturan ini, 

hanya berlaku bagi pegm:vai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati 

No1nor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 

Kapuas beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

Pasal 13 

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 

2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kapuas. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal (8 Mei 2..o,7 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Kuala Kapuas 
,1 frf'l( ~,1 

BUPATI KAPUAS, 

--~ 
BEN BRAHIM S. BAHAT 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

_/M'7v\;---
RIAN OVA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN Z<J1j NOMOR f/ 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NO.MOR l \ TAHUN 201 7 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 
SADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

No. 

1 

1 

2 

3 

4 

1·'~ 

5 i 

6 

7 

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

KRITERIA ~ABATAN/PEKERJAAJ'f · 

~,. .""~ 2,· 

Kepala BPKAD selaku BUD 

Sekretaris 

Kepala Bidang 

Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian 

Staf Pelaksana : 

a. Golongan III 

b. Golongan II 

Bendahara Pengeluaran PPKD 

Pengurus Barang 

BESA RAN per .BULAN 

.(Rp) 

5.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

1.750.000,00 

2.200.000,00 

2.000.000,00 

PERHITl:JNGAN 
per HARI 

(5 hari kerj,a/~inggu) · 

250.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

150.000,00 

100.000,00 

87.500,00 

110.000,00 

100.000,00 

BUPA~ 

BEN BRAHIM S. BAHAT 

__J 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR (( TAHUN 2017 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

t ,,~-; ·, 

KRITERiAjABATA~/pEKERJAAN:. 
,' : .:• . ' : .;:'?>:-.·~ ·<·; ·' < 

,. ~ .: ./, 

1 Kepala BPKAD selaku BUD 

2 Sekretaris 

3 Kepala Bidang 

4 Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian. 

5 Staf Pelaksana : 

a. Golongan. III 

b. Golongan II 

6 Bendahara Pengeluaran PPKD 

7 Pengurus Barang 

KRITERIA DAN JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN per HARI 
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA per MINGGU 

• '. Tidak Mas_uk • ; _, . ' · 
, ., i<e-da f arp~'­
: K~t~~~n!ian . 
,·. '):i:00%) .,_ 

250.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

150.000,00 

100.000,00 

87.500,00 

110.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

30.000,00 

20.000,00 

17.500,00 

22.000,00 

20.000,00 

50.000,00 187.500,00 

40.000,00 150.000,00 

40.000,00 150.000,00 

30.000,00 112.500,00 

20.000,00 75.000,00 

17.500;00 65.625,00 

22.000,00 82.500,00 

20.000,00 75.000,00 

-8 ' . 

125.000,00 125.000,00 25.000,00 250.000,00 

100.000,00 100.000,00 20.000,00 200.000,00 

100.000,00 100.000,00 20.000,00 200.000,00 

75.000,00 75.000,00 15.000,00 150.000,00 

50.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 

43.750,00 43.750,00 8.750,00 87.500,00 

55.000,00 55.000,00 11.000,00 110.000,00 

50.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 

BUPATI KAPURS, 

~ 
BEN BRAHIM S. BAHAT 

187.500,00 62.500,00 

150.000,00 50.000,00 

150.000,00 50.000,00 

112.500,00 37.500,00 

75.000,00 25.000,00 

65.625,00 21.875,00 

82.500,00 27.500,00 

75.000,00 25.000,00 



LAMPIRAN lll 
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